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KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG
NOMOR : o7 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA KEGIATAN KAJIAN ANALISIS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KOTA BONTANG

KEPALA BAPELITBANG

Menimbang : a  Bahwa dalam rangka Penyusunan Kajian Analisis Sustainable Development
Goals (SDGs) Kota Bontang Tahun 2020-2024 secara Swakelola, perlu
dibentuk Tim;

b.  Bahwa Pegawai pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
memenubhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 14

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 3839 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran N egara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2012;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 468 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 tanggal 20
Desember 2018;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN

Membentuk Penyelenggara Swakelola Kegiatan Kajian Analisis Sustainable
Development Goals (SDGs) Kota Bontang yang terdiri dari Tim Persiapan
dan Tim Pengawas, dengan susunan sebagaimana terlampir;

Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Tim Persiapan, menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan

RAB, kegiatan tersebut meliputi:

a. Melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan
Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DAU;

b.  Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;

c. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work brekdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan
ketentuan :

1) Menetapkan waktu dimulainya hingga  berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e.  Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya :

1) Gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, honor, narasumber, dan
honor tim penyelenggara swakelola;

2) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Biaya jasa lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan;

f.  Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

g Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;



h.  Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau

i.  Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak
terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.

2. Tim Pengawas, melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi :

a.  Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b.  Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; _
2) Pengawasan penggunaan tenaga Kerja, sarana prasarana/

peralatan dan material/bahan.

3) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan
evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan
penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan
rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk
segera mengambil tindakan korektif.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun
Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang

Padatanggal : Q& Januari2020

Kepala,

NIP. 196505051993031013

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang
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L TIM PERSIAPAN
1. Ketua . Kepala Sub Bidang Data Penelitian dan Pengembangan
2. Sekretaris : Alfius Yan Mallisa, S.Pi
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a. Ketua : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
b. Sekretaris : Bungsu Wahyudie, S.Pi
c. Anggota : a. Wijdani Anindya Hadj, S.Si

b. Mavfitasari, SE

¢. Rani Sahurrahman, SE



